
Laporan
IKM
Survei Kepuasan
Masyarakat di
Lingkungan Badan
Kepegawaian
Negara

20
26

Telp. 021-80882815
(BHKP)

https://www.bkn.go.id/

Jl. Mayjen Sutoyo No.
12, Jakarta Timur,
13640 – Indonesia

Biro Hukum dan Komunikasi Publik
Badan Kepegawaian Negara

berdasarkan



 

DAFTAR ISI 

 

DAFTAR ISI​ i 

KATA PENGANTAR​ ii 

BAB I​ 1 

PENDAHULUAN​ 1 

1.1 Latar Belakang​ 1 

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat​ 2 

1.3 Maksud dan Tujuan​ 2 

BAB II​ 6 

ANALISIS DATA SKM​ 6 

2.1 Data Kuesioner SKM​ 6 

2.2 Lokasi Pengumpulan Data​ 7 

2.3 Perhitungan SKM​ 7 

BAB III​ 9 

ANALISIS HASIL SKM​ 9 

3.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan​ 10 

Tabel 1. Hasil Data SKM BKN Pusat Triwulan I Tahun 2026​ 12 

Gambar 1. Nilai SKM BKN Pusat Per Unsur Triwulan I Tahun 2026​ 12 

Tabel 2. Hasil Data SKM BKN Regional Triwulan I Tahun 2026​ 13 

Gambar 2. Nilai SKM BKN Regional Per Unsur Triwulan I Tahun 2026​ 13 

Tabel 3. Hasil Data SKM BKN Triwulan I Tahun 2026​ 14 

Gambar 3. Nilai SKM BKN Per Unsur Triwulan I Tahun 2026​ 14 

BAB IV​ 17 

SIMPULAN DAN SARAN​ 17 

LAMPIRAN​ 19 

1. Kuesioner​ 19 

2. Hasil Olah Data SKM​ 20 

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM  (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)​ 23 

 

i 
 



 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya 

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kepegawaian Negara ini dapat disusun 

dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud komitmen Badan Kepegawaian 

Negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melibatkan masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan. Pelibatan masyarakat ini bertujuan untuk membangun 

sistem pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung prinsip 

pembangunan berkelanjutan serta mendorong kebijakan pelayanan publik yang lebih tepat 

sasaran. 

Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini menjadi acuan bagi 

penyelenggara pelayanan dalam melibatkan masyarakat untuk menilai kinerja pelayanan 

publik melalui pengukuran terhadap sembilan unsur pelayanan yang meliputi persyaratan, 

sistem dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi dan 

perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana. 

Berdasarkan pedoman tersebut, Badan Kepegawaian Negara telah melaksanakan 

Survei Kepuasan Masyarakat guna mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap 

pelayanan kepegawaian yang diberikan. Hasil survei ini merupakan rangkuman data dan 

informasi yang diperoleh melalui metode pengukuran kuantitatif dan kualitatif, sehingga 

diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan komprehensif. 
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Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi 

dan masukan yang konstruktif bagi Badan Kepegawaian Negara dalam rangka melakukan 

perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, 

pelayanan prima dapat terwujud dan harapan masyarakat atas pemenuhan hak-haknya 

sebagai warga negara dapat terpenuhi. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini. 

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik 

ke depan. 

Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan 

Pelayanan Terpadu 

 

 

 

~ 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1​Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem 

penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan 

masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan 

berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. 

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka 

disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini 

memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam 

penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. 

Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 

(sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta 

konsultasi pengaduan. 

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Kepegawaian Negara 

sebagai salah satu penyedia layanan publik di Indonesia, maka perlu diselenggarakan survei 

atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang 

diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka 

telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat 

merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi 

metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan 

didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. 

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi 

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas 
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pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan 

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. 

 

1.2​Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

●​ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

●​ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

●​ Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

 

1.3​Maksud dan Tujuan 

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat 

yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan 

kualitas pelayanan kepegawaian yang telah diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara 

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah : 

1.​ Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan;  

2.​ Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik; 

3.​ Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik; 

4.​ Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang diberikan. 

 

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:   

1.​ Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik;  

2.​ Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik;  

3.​ Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang 

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;  
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4.​ Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5.​ Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;  

6.​ Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.  

 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner dalam bentuk formulir secara digital yang 

disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan 

jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima 

berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang 

ditanyakan dalam kuesioner SKM Badan Kepegawaian Negara yaitu :  

1.​ Persyaratan :  Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2.​ Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3.​ Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4.​ Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5.​ Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil 

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan. 

6.​ Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan 

pengalaman 

7.​ Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 
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8.​ Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9.​ Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan 

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

1.5 Tim Pelaksana SKM 

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Kepegawaian 

Negara dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim 

pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Kepegawaian Negara adalah tim yang 

sesuai pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2026. 

KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN PELAYANAN TERPADU 

1. Dyah Wulan Retno Kinasih, S.Sn., M.Si. Ketua 

2. Mia Kurniati, S.I.Kom. Sekretaris 

3. Ratna Dewi , S.S., M.Si. Anggota 

4. Maurits Jonathan, S.I.Kom. Anggota 

5. Deni Kurniadi, S.H  Anggota 

6. Fatin Fadilla Andriani, S.I.Kom. Anggota 

7. Dila Sholeha, S.A.P. Anggota 

8. Metta Rhozely, S.I.Kom Anggota 

9. Iqbal Fadil, S.I.P. Anggota 

10. Aulia Pradipta, M.Si. Anggota 

11. Dhealita Dzakia, S.AB Anggota 
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1.6 Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu, yaitu per triwulan 

selama 1 Tahun. Penyusunan laporan triwulan survei kepuasan masyarakat memerlukan 

waktu selama 3 (tiga) bulan untuk per periode triwulan per tahunnya. Berikut merupakan 

rincian laporan triwulan I pada Tahun 2026:  

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Jumlah Hari Kerja 

1. Persiapan Januari 2026 22 

2. Pengumpulan Data Januari - Maret 2026 55 

3. Pengolahan Data dan Analisis 

Hasil 

Maret 2026 15 

4. Penyusunan dan Pelaporan Hasil April 2026 20 
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BAB II 

ANALISIS DATA SKM  
 

2.1​Data Kuesioner SKM 

Responden merupakan penerima pelayanan sesuai jenis layanan kepegawaian BKN 

yang diterima. Jumlah responden yang mengisi Survei Kepuasan Masyarakat BKN pada 

triwulan I Tahun 2026 adalah sebanyak 3.187 responden. Oleh karena itu, berdasarkan Tabel 

Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam 

satu periode SKM adalah 342 orang. 

Rumus Krejcie dan Morgan (1970) digunakan untuk menentukan jumlah sampel 

minimum (n) dari populasi (N) tertentu dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin 

kesalahan 5%. Formula ini memastikan sampel representatif menggunakan tabel atau 

rumus: 
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2.2​Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan setelah 

pelayanan diberikan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden 

sebagai penerima layanan melalui formulir digital dan hasilnya akan langsung masuk ke data 

berupa soft file. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas 

himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan. 

2.3​Perhitungan SKM 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tanggal 9 Mei 2017 Tentang Pedoman 

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, maka 

perhitungan SKM Triwulan I Tahun 2026 menggunakan analisa perhitungan sebagai berikut: 
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Dalam perhitungan SKM Triwulan I Tahun 2026 ini memuat 9 Parameter yaitu:  

1.​ Persyaratan​
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2.​ Sistem, Mekanisme, dan Prosedur​
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan, termasuk pengaduan.  

3.​ Waktu Penyelesaian ​
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.  

4.​ Biaya/Tarif​
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus 

dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.  

5.​ Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan ​
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6.​ Kompetensi Pelaksana​
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.  

7.​ Perilaku Pelaksana​
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.  

8.​ Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ​
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.  
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9.​ Sarana dan prasarana ​
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 

maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana 

digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda 

yang tidak bergerak (gedung). 
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BAB III 

ANALISIS HASIL SKM 

 

3.1 Jumlah Responden SKM 

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada kantor BKN Pusat, jumlah responden penerima 

layanan yang diperoleh yaitu 729 responden. Namun, perlu diketahui beberapa responden 

memiliki beberapa kebutuhan layanan yang dituju. Adapun rincian responden SKM BKN, 

antara lain sebagai berikut: 

No KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH 

1 PEKERJAAN  PNS/TNI/POLRI 331 

    Swasta 2 

    Wirausaha/Usahawan  0 

  Pelajar/Mahasiswa 1 

    Lainnya 3 

Total 337 

 

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada kantor BKN Regional, jumlah responden 

penerima layanan yang diperoleh yaitu 2.458 responden. Namun, perlu diketahui beberapa 

responden memiliki beberapa kebutuhan layanan yang dituju. Adapun rincian responden 

SKM BKN, antara lain sebagai berikut: 

No KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH 

1 PEKERJAAN  PNS/TNI/POLRI 976 

  PPPK 413 

    Swasta 10 

    Wirausaha/Usahawan  1 

  Pelajar/Mahasiswa 6 

    Lainnya 27 

Total 1433 
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Berdasarkan hasil penjumlahan data pada kantor BKN Pusat dan Regional, jumlah responden 

penerima layanan yang diperoleh yaitu 3.187 responden sehingga sampel yang diambil 342. 

Namun, perlu diketahui beberapa responden memiliki beberapa kebutuhan layanan yang 

dituju. Adapun rincian responden SKM BKN, antara lain sebagai berikut: 

No KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH 

1 PEKERJAAN  PNS/TNI/POLRI 1720 

    Swasta 10 

    Wirausaha/Usahawan  1 

  Pelajar/Mahasiswa 6 

    Lainnya 27 

Total 1764 
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3.2 Hasil Data SKM Triwulan I Tahun 2026 

Berdasarkan data SKM yang diperoleh pada kantor BKN Pusat didapatkan penghitungan SKM 

BKN Pusat Triwulan I Tahun 2026 menggunakan rumus yang mengacu pada pengukuran 

skala likert (Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017). Setiap pertanyaan survei 

masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata 

tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.  

Tabel 1. Detail Nilai SKM BKN Pusat Per Unsur Parameter 

 Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

IKM per unsur 
3.60 3.57 3.84 3.61 3.65 3.73 3.83 3.64 3.60 

Kategori A A A A A A A A A 

IKM Unit 

Layanan 

92.01 

 

 

Gambar 1. Nilai SKM BKN Pusat Triwulan I Tahun 2026 (Per Unsur) 

 

 

12 



 

Berdasarkan data SKM yang diperoleh pada kantor BKN Regional didapatkan penghitungan 

SKM BKN Regional Triwulan I Tahun 2026 menggunakan rumus yang mengacu pada 

pengukuran skala likert (Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017). Setiap 

pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan 

“nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.  

 

Tabel 2. Detail Nilai SKM BKN Regional Per Unsur Parameter 

 Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

IKM per unsur 
3.64 3.59 3.54 3.83 3.61 3.61 3.66 3.79 3.60 

Kategori A A A A A A A A A 

IKM Unit 

Layanan 

91.35 

 

Gambar 2. Nilai SKM BKN Regional Triwulan I Tahun 2026 (Per Unsur) 
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Berdasarkan data SKM yang diperoleh pada kantor BKN Pusat dan Regional didapatkan 

penghitungan SKM BKN Triwulan I Tahun 2026 menggunakan rumus yang mengacu pada 

pengukuran skala likert (Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017). Setiap 

pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan 

“nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.  

Tabel 1. Detail Nilai SKM BKN Per Unsur Parameter 

 Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

IKM per unsur 
3.60 3.55 3.83 3.61 3.63 3.69 3.81 3.62 3.60 

Kategori A A A A A A A A A 

IKM Unit 

Layanan 

91.66 

 

 

Gambar 3. Nilai SKM BKN Triwulan I Tahun 2026 (Per Unsur) 
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Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kepegawaian 

Negara Triwulan I Tahun 2026, maka kategori penilaian kepuasan pelayanan, yaitu: SANGAT 

BAIK dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91.66. 

 

3.3. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :  

1.​ Unsur Kompetensi menjadi nilai yang paling tinggi, yaitu 3.83 selanjutnya Unsur 

Kesesuaian tertinggi kedua yaitu 3,81. Untuk nilai tertinggi ketiga pada Unsur Biaya 

dengan nilai yang sama yaitu 3,69.  

2.​ Sedangkan tiga unsur layanan terendah pada Unsur Perilaku dengan nilai 3.61, Unsur 

Persyaratan pada nilai 3.60, dan unsur terendah pada Unsur Waktu dengan nilai 3.55. 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai 

kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan minim yang menjadi 

perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut sebagai berikut: 

1.​ Sosialisasi terkait dengan informasi layanan kepegawaian yang perlu ditingkatkan. 

2.​ Perlunya perbaikan sarana prasarana khususnya pada layanan daring agar jaringan 

lebih stabil dan sarana prasarana offline seperti fasilitas ibadah, ruang tunggu, dan 

toilet yang perlu diperbaiki. 

3.​ Waktu pemberian layanan pada beberapa layanan kepegawaian masih dinilai belum 

cukup oleh tamu. 

 

Namun demikian, saran yang paling banyak di kemukakan/dituliskan oleh penerima 

pelayanan di BKN adalah “Puas/Optimal” dengan pelayanan yang diberikan dan 

menyarankan untuk terus mempertahankan kualitas pelayanan di BKN. 

Terkait kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

1.​ Sosialisasi terkait layanan kepegawaian maupun informasi kepegawaian mungkin 

masih minim pada instansi daerah, namun BKN telah menyediakan informasi layanan 

kepegawaian pada website dan kanal media sosial serta menyediakan layanan 
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Helpdesk pada Helpdesk SIASN untuk tanya jawab seputar informasi kepegawaian 

dan permasalahan layanan kepegawaian.  

2.​ Sarana prasarana untuk layanan kepegawaian daring terkadang mengalami gangguan 

dikarenakan server yang sedang dalam perbaikan maupun akses server yang sibuk 

oleh lonjakan pengguna. Untuk sarana prasarana fasilitas ibadah, ruang tunggu, dan 

toilet yang perlu diperbaiki menjadi masukan agar diperbaiki demi menjaga 

kenyamanan pengguna layanan.  

3.​ Waktu pemberian layanan dianggap kurang pada layanan penilaian kompetensi yang 

sudah diperhitungkan penilaian berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.  
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BAB IV 

SIMPULAN 

 

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2026 mulai 

Januari hingga Maret 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

●​ Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Kepegawaian Negara secara umum 

mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM  91.66. Meskipun 

demikian, nilai SKM Badan Kepegawaian Negara pada triwulan I mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan 

layanan yang diberikan.  

●​ Penambahan jumlah pengguna layanan dikarenakan adanya program prioritas 

nasional yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara yang targetnya untuk 

mengikutsertakan ASN di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal tersebut pengguna 

layanan turut mengisi SKM yang diberikan setelah menggunakan layanan Badan 

Kepegawaian Negara. 

●​ Unsur Kompetensi menjadi nilai yang paling tinggi, yaitu 3.83 selanjutnya Unsur 

Kesesuaian tertinggi kedua yaitu 3,81. Untuk nilai tertinggi ketiga pada Unsur Biaya 

dengan nilai yang sama yaitu 3,69.  

●​ Sedangkan tiga unsur layanan terendah pada Unsur Perilaku dengan nilai 3.61, 

Unsur Persyaratan pada nilai 3.60, dan unsur terendah pada Unsur Waktu dengan 

nilai 3.55. 

●​ Sosialisasi terkait layanan kepegawaian maupun informasi kepegawaian mungkin 

masih minim pada instansi daerah, namun BKN telah menyediakan informasi 

layanan kepegawaian pada website dan kanal media sosial serta menyediakan 

layanan Helpdesk pada Helpdesk SIASN untuk tanya jawab seputar informasi 

kepegawaian dan permasalahan layanan kepegawaian.  

●​ Informasi terkait pelayanan di BKN juga sudah disajikan melalui TV media yang 

berada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjelaskan tentang tata cara 

mendapatkan pelayanan dan informasi-informasi terbaru yang juga dipublikasikan di 
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media sosial BKN. 

●​ Sarana prasarana untuk layanan kepegawaian daring terkadang mengalami 

gangguan dikarenakan server yang sedang dalam perbaikan maupun akses server 

yang sibuk oleh lonjakan pengguna. Untuk sarana prasarana fasilitas ibadah, ruang 

tunggu, dan toilet yang perlu diperbaiki menjadi masukan agar diperbaiki demi 

menjaga kenyamanan pengguna layanan 

●​ Terkait kecepatan pelayanan akan terus ditingkatkan dengan melakukan evaluasi 

setiap 3 bulan sekali untuk melihat apakah petugas yang ditugaskan sudah sesuai 

jadwal yang diberikan kepada resepsionis dan Biro Hukum dan Komunikasi Publik. 
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LAMPIRAN 
 

1.​ Kuesioner  

 

​  
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2.​ Hasil Olah Data SKM 
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Dashboard BKN Pusat dan Regional 
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3.​ Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM  (Foto-Foto Pelaksanaan SKM) 

 

Front Office dan Informasi TV Media 

 

Loket SPPD 
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Ruang Konsultasi Pelayanan 

 

 

Ruang Konsultasi Pelayanan 
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Ruang tunggu pelayanan 
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